
BUPATI PESISIR SEI,ATAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NoMOR: 420/ pL /Kpts/BpT- pS/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI TIM PENANGGUNG JAWAB
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

c.

2.

BUPATI PESISIR SELATAN,

!"}ry"- u1tr1k pelaksanaan Anggaran Bantuan OperasionalSekolah Tahun Anggaran ZbtA, perlu aitui3uf< danditetapkan Tim penanggung Jawab Eiantuarr ofJ"r*"iorrut
Sekolah Kabupaten pada Dinas pendidikan dan r.tuaayaan
Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa. Penunjukan Tim penanggung Jawab Bantuan
opbrasional sekolah, sebagaim.r*1irr"-but pada huruf a diatas, berdasarkan usulan dari Kepala Dinas pendiaikan danKebudayaan Kabupaten pesisir Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan b, perlu ditetapkan t"rg", t<eputusanBupati Pesisir Selatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalamLingkungan Daerah propinsi sumatera Tengah (LembaranNeqera Republik indonesia Tahun 1956 fro*o, 2Sl jisUndang-Undang Drt Nomor Zl Tahun fSSi lf,embaranNegara Republik Indonesia Tahun lgST Nomor TTI joUndan-g-Uld*g Nomor 5g Tahun 195g (Lemtara" NegaraRepublik Indonesia Tahun 19sg Nomor 1og, iu*u.rr*.,
Lembaran Negera Repubtik Indonesia Nomor fO+St;-_

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2oo4Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik iidonesiaTahun 2003 Nomor Zg, Tambahan t emUaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a301);

3.



4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang Sistemperbendaharaal 
{:u^"*_ (r*;;.;"i,;:;f 

, 

RepublikIndonesia Tahun ZOO+ No;;; S, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia N;;;, 435s\;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentangPemeriksaan, pingetotaan oaritg:sgu;s .I;*.i KeuanganNegara (Lembaran Negara neputlrr. Indonesia Tahun 2oo4Nomor 66, Tambah""L;;;;i'N.g"r Republik IndonesiaNomor 44OOl;

Undang-Undang Nomor 32 
- Tahun 2OO4 tentangPemerintahan 

*Daeralr- 
( iimUar", Negara RepublikIndonesia Tahun 2oo4 ,ot*or--izs, Tambahan LembaranNegara Repubrik-Indonesia N;;.; 44grr,sebagaimana terahbeberapa kali dirubah ;;.khi; {*ean- u".J;s_undangNomor 12 Tahun 

.2008 ;;;;; perubahan xeEua etasundang-undang Nomor 32 
-' 

Tahun ioo'i-" tentangPemerintahan daerah G^emuarL Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nom_or ig, T";b.rri, r*;;;; RepubtikIndonesia Nomor agafl;

Undang-Undanq Nomor 33 Tahun 2OO4 tentangPerimbangan ["g*g"" 
"rr[" pemerintah pusat danPemerintah Daerah (L*u*" i"g*. Republik IndonesiaTahun 2oo4 Nomor 126, tamua--tran d;il; NegaraRepublik Indonesia tlomo. a+aq;'

Peraturan pemerintah Nomor 1g Tahun 2005 tentangstandar Nasional pendidikan (*mbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OOS ll"*oJ?r, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor ++g6), sebagaimana terahdiubah dengan peraturan pemerintah Nomor gi rahun 2013tentang perubahan atas peraiuran pemerintah Nomor 1gTahun 2OO5 tentang St""a* Nasional pendidikan
Llf{bai?n Negara Repilutit-i"Jorr"ria Tatrun 2013 Nomor71, Tambahan Lemba;r, N;g;;lepublik Indonesia Nomor5a10);

Peraturan pemerintah Nomor 5g 
- 
Tahun 20OS tentangPengelolaan Keuangan_Daerah (kmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun z-oos N";;'i?,, T"rrrbahan *mbaranNegara Republik Indonesia-N;;"; 4ST g);

Peraturan pemerintah Nomor Tg Tahun 20OS tentangPedoman pembinaan._dul pengawasan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran-fr1g... Republik IndonesiaTahun 20OS Nomor 165, tamUahan f,"*U*"" NegaraRepublik Indonesia Nomor +Sg3);--"

Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2007 tentangPembagian urusan pemerintahan Antara p"-"rirrt"h,Pemerintah Daerah r.Urp.i."f[ota (t-em'aran'*N"g*.Republik Indonesia tatu"--iodz Nomor g2, TambahanLembaran Negara Republik r"Oonlia Nomor +iSzi;*",

7.

8.

9.

10.

11.



"'i''. -,r.{, 
,...;f

{

t2. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2oor tentang
organisasi Perangkat Daerah (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7atl;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2oog tentang wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OOg tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a86a\

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun ZOOS tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

-No*o.
194, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor a9a\;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 ?ahun 2OOZ tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia ?ahun 2OOT Nomor
19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 23,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (I-embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor lL2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun
2009 tentang Standar Pemeliharaan Satuan pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun
2006 tentang standar Isi untuk satuan pendidikan Dasar
dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun
2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun
2oo7 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar Isi untuk
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

21.

t7.
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22.

23.

26.

Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun
?ool.tentang standar pengeloraan pendidikan oleh satuan
Pendidikan Dasar dan MenJngah;

Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
?oo7 tentang standar penilaian pendidikan untuk satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun
2008 tentang Buku;

Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32Tahun 2013 tentang Standar pelayanan Minimum
Pendidikan Dasar;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah tsiaktrir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang 'Peraturan Kedua Atas peraturan Menteri Daram
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2ool
tentang Pedoman penyusunan Rencana pencapaian standar
Pelayanan Minimal;

P.eraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan peserta Didik dariSatuan Pendidikan dan penyelenggaraan Ujiansekolah/Madrasah/pendidikan Kesetaraan dan ujian
Nasional;

Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis e".ggrr;"r, dan
Pertanggu,giawaban Keuangan Dana Ba,tuai"operasional
Sekolah Tahun 201S;

Peraturan Daerah Kabupaten pesisir seratan Nomor 1Tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten pesisir Sefltari; 

--

Peraturan Daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor 9Tahun 2oo8 tentang pokok-pokok pengeloraan Keuarlgan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor g
Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
Daerah $abupaten pesisir selatan da' peraturan Bupati
Nomor 48 Tahun 2Ot6 tentang T\rpoksi;

Peraturan Daerah Kabupaten pesisir selatan Nomor g
Tahun 2Ot7 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2olg;

28.

24.

25.

27.

29.

30.

32.

31.

33.
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34. Peraturan Bupati Kabupaten pesisir selatan Nomor s3Tahun 2ol7 tentang penjabaran Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201b.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Menunjuk Pegawai {e-geri.Sipil yang namanya terdapat pada lqjur
? !"" 3 sebagai Tim ManajemenBantuan operasion"t s"t ot"n arn
|aj.ur _a 

Program/Klgratan yang dikelola pada hmpiran Keputusanini dilingkungan pemerintah Kabupaten pesisif selatan Tahun
Anggaran 2018.

Tugas dan Kewajiban Tim penanggung Jawab Bantuan
operasional sekolah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. Melatih, membimbing, dan mendorong sekolah untuk
memasukan data pokok pendidikan {formulir Bos-0lA,
BOS-018, dan BOS-OIC ke dalam sistem pendataan yangtelah disediakan oleh Kementerian plndidikan dan
Kebudayaan;
Melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah;
Melakukan monioring, perkembangan pemasukan/up dating
data yang dilakukan oleh sekolah secara online;
Mengkompilasi nomor rekening semua sekolah (Formulir
BOS-02);
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten pesisir Selatan sebagai
lelalS8ungjawab Tim Manqilmen Bantuan Operasional
sekolah Kabupaten menandatangani naskah hibad mewakili
satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar
rekening sekolah;
Bersama Tim Manajemen Bantuan operasional sekolah
Tingkat Provinsi melakukan rekonsiriasi data jumlah siswa
tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
Melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite
sekolah, dan masyarakat tentang program Bantuan
Operasional Sekolah;
Mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk
manajemen program Bantuan operaional sekolah dari
:yT!e. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
Melakukan pembinaan terhadap dana Bantuan operasional
Sekolah;
Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
Mengusulkan surat Keputusan Alokasi -oana Bantuan
operasional sekolah tiap sekolah melalui Tim Manajemen
Bantuan operasional sekolah ringkat provinsi kepadl tim
Manajemen Bantuan operasional sekolah pusai apabila
te{ adi kesalahan / ketidalcte patan / perubahan data;
Memerintahkan dan memantau pelaporan penggunaan dana
Bantuan operasionat Sekolah secara online oleisekolah;
Men.gumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi
penggunaan dana Bantuan operasional Sekolah dari

2.
o-

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.



IGTIGA

KEEMPAT

KELIMA

sekolah, selanjutnya meraporkan kepada Kepara DinasPendidikan.]ovingi paling lambat t""d"r 10 Januari tahunberikutnya (Formulii eOSlrA) ;L4. Melakukan. pgni-torinS p"l"korr* program Bantuanoperasional sekolah ai 
"..togrt aenga;- Eemberdayakanpengawas sekolah sebagai rim Monitoring Kabupaten pesisir

Selatan;
15. Memberikan pelayanan dan penanganarn pengaduan

masyarakat (Formulir Bos-06A dan Formluur Bos-_06E);16' Memverifikasi sekorah kecil yang *"-"""r,i syaratmemperoleh dana Bantuan operasional sekolah d;;;alokasi minimal;
17. Mengusulkan /memberitahukan daftar sekolah kecil ke TimManajemen Rantua:n operasional Sekolah povinsi y*;memperoreh dana Bantuan operasional sekorah d";;;ketentuan arokasi minimar (dilakukan satu Lat pada awartahun anggaran);
18' Melakukan 

- 
pendataan peserta didik penerima BantuanSiswa MisJrin- {B-sut dari Tim rrr*"j*"" Bantuan

Operasional Sekolah.

: tampilan Keputusan ini merupakan bagran yaqg trdakterpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

' l:e4" -biaya yang timbul akibat diterapkan Keputusan inidibebankan kepada Anggaran pendapatan'dan gehnja DaerahKabupaten pesisir selaian Tahun Anggaran 201g, DokumenPelaksanaan Anggaran Dinas pendidilLn Kabuapten pesisil
Selatan.

: Keputusan ini huhi berraku lejat tanggal ditetapkan dan apabiladikemudian hari terdapat kekilirua, Iitam p"r."t"p*r, ini akandiperbaiki kembali sebagaimana semestinya.

di Painan
Januari 2018

PESISTR SELATAN,

'l'embusan, Kepada yth :
1. Sekretaris Jenderal pendidikan di Jakarta;2' Inspektur Jenderal Kementerian pendidikan Nasionar di Jakarta;3' Dhjt:n Pembinaan.sekolah M"".ngJ Fotama Kementeri"r, p"naiail<an Nasional di Jakarata;4. Kep:rla Dinas pendidikan provinsi-sumatera Barat di padano:5' Kehra Dewan perwakilan Ralryat Daerah r.t"pJ". p.li#3"rrt"o;
6' Kepala Badan Kepegawaian-Plngembanganr a"rl sou x"t"p"t"" pesisir selatan di painan;
7 ' Kep;tla Dinas Pendapatan, PengJlohan fteuangan, a., e*io""ratr Kabupaten pesisir selatan diPainan;

I, Inspektur Daerah Xabupaten pesisir Selatan di painan;
9' Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara xJrrp"t"n pesisir Selatan di painan.
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